
 

 
 

 
 

 
 

BUPATI REMBANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI REMBANG 
 

NOMOR    45     TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 
 

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah; 

  

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447); 

 

  



 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 

158); 
 

9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan 
Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 

Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan 
Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2021 Nomor 2); 
  

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan   :  PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH. 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.  
 

2. Bupati adalah Bupati Rembang.  
 

3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi 
dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta 

penginterpretasian atas hasilnya.  
 

4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk 

mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan 

organisasi Pemerintah Daerah. 
 

5. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah 

kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari 
kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang 

digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca 
lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.  
 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah 
selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

  
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 



pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

bertindak sebagai bendahara umum daerah.  
 

8. Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya 
disebut Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan 

Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo 
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu 
dibayar kembali oleh pemerintah.  

 

9. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.  
 
10. Pendapatan-Laporan Oprasional yang selanjutnya disebut 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang 
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar 
kembali.  

 

11. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi 
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, 
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 

timbulnya kewajiban.  
 

12. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa 
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar 

sumber daya ekonomi pemerintah.  
 

13. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 

 

14. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar 
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas 

menjadi sesuai dengan yang seharusnya.  
 

BAB II 
 

SAPD 
 

Pasal 2 

 
SAPD terdiri dari:  

a. sistem akuntansi SKPD; dan 
b. sistem akuntansi PPKD. 
 

Pasal 3 
 

(1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
mencakup: 

a. teknik pencatatan; 
b. pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO; 
c. beban; 

d. pendapatan-LRA; 
e. belanja; 

f. aset; 
g. kewajiban; 

h. ekuitas; 
i. penyesuaian dan koreksi; dan 
j. penyusunan laporan keuangan SKPD. 



 

(2) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.  
Pasal 4 

 

(1) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
mencakup: 
a. teknik pencatatan; 

b. pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO; 
c. beban; 

d. pendapatan-LRA; 
e. belanja; 

f. transfer; 
g. pembiayaan; 
h. aset; 

i. kewajiban; 
j. ekuitas; 

k. penyesuaian dan koreksi; 
l. penyusunan laporan keuangan PPKD; dan 

m. penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. 
  
(2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.  

 
BAB III 

 

BAS 
 

Pasal 5 
 

(1) BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 
melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan secara lengkap.  
 

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan 
statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan 
terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang 

meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan. 
 

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 (satu) sampai 
dengan level 6 (enam), meliputi:  

a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;  
b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;  
c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;  

d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;  
e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek; dan 

f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian obyek. 
 

(4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan 
transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan 
pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.  

 
(5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 

 



BAB IV 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2014 Nomor 11); 

b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang  Tahun 

2015 Nomor 15); dan 
c. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten 
Rembang  Tahun 2020 Nomor 54), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 
 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 9 Desember 2022 

 
 BUPATI REMBANG, 

       

ttd 
 

 ABDUL HAFIDZ 
Diundangkan di Rembang 

pada tanggal 9 Desember 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN REMBANG, 
 

ttd 
  

FAHRUDIN 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 45 

 

 


